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Abstract 
The Developments in the beauty industry are growing rapidly and various beauty 
trends are emerging as market demand increases. This article aims to examine the 
legal protection of business actors due to defaults committed by consumers. This 
type of research is a qualitative descriptive approach through case studies. Primary 
data was obtained from interviews with a number of makeup artists in Pidie 
Regency, Indonesia. While secondary data is obtained from a number of articles 
related to this research. The results show that legal protection of business actors is 
not going well, especially due to consumers who do not have good faith to pay for 
orders that have been ordered. For example, in the case experienced by Yolanda 
make up where she was supposed to get a payment of Rp. 600,000 for the 
engagement event according to the price list, but only received a payment of Rp. 
300,000, meaning that the rest was not paid by the consumer because the reason 
was not as expected.  In this case, normally, consumer protection has been 
established based on Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), 
but in law enforcement, disputes like this must be resolved personally by the 
parties, which often does not get an agreement.  
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Abstrak 

Perkembangan di industri kecantikan sedang berkembang pesat dan erbagai trend 
kecantikan bermunculan seiring permintaan pasar yang meningkat. Artikel ini 
bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pelaku usaha karena 
adanya wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Jenis penelitian ini adalah 
pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus. Data utama diperoleh dari 
hasil wawancara dengan sejumlah pelaku usaha rias di Kabupaten Pidie, Indonesia. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dari sejumlah artikel yang terkait dengan 
penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap 
pelaku usaha tidak berjalan dengan baik, terutama akibat adanya konsumen yang 
tidak beritikad baik untuk membayar terhadap pesanan yang sudah dipesan. 
Misalnya Pada kasus yang dialami Yolanda make up dimana seharusnya 
mendapatkan pembayaran Rp. 600.000 untuk acara  tunangan sesuai dengan price 
list, tetapi hanya menerima pembayaran sebanyak Rp. 300.000, artinya sisanya 
tidak dibayarkan oleh konsumen karena alasannya tidak sesuai dengan yang 
diharapkan.  Dalam kasus ini secara norma, perlindungan konsumen telah 
ditetapkan berdasrkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(UUPK), namun dalam penegakan hukum, sengketa seperti ini harus diselesaikan 
secara personal oleh para pihak, yang sering kali tidak mendapatkan kesepakatan.  

 

Katakunci: Hukum Indonesia, Konsumen, Make-Up, Perlindungan Hukum, dan 
Pidie 

 
 

 
PENDAHULUAN 

Sebagai makhluk sosial, interaksi sesama masyarakat dalam upaya memenuhi 
kebutuhannya menjadi suatu keniscayaan.1  Dalam hal ini diperlukan interaksi 
antara pelaku usaha dibidang kecantikan dengan konsumen yang membutuhkan 
jasa usaha tersebut. Interaksi ini tidak jarang kemudian menimbulkan sengketa 
diantara para pihak ketika adanya ketidakpuasan atau kerugian disalah satu 
pihak.2 

Kerugian ini disebabkan karena adanya salah satu pihak melakukan 
wanprestasi, atau tidak memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, Indonesia 

                                                             
1 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep (Jakarta: Sinar Grafika, 

2023). 
2 Mary George and Mufadhal, ‘ADVOCATE HONORARIUM IN AN IJĀRAH BIL ‛AMĀL 

CONTRACT: Research Study at Law Firm Banda Aceh’, JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan 6, 
no. 2 (20 December 2022): 132–53, https://doi.org/10.1234/jurista.v6i2.63. 
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telah mempunya ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang 
perlindungan konsumen, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen atau disebut dengan UUPK. UU ini bertujuan untuk 
melindungi hak dan kepentingan baik kepentingan dan hak konsumen, maupun 
perlindungan bagi pelaku usaha.3 Pada prinsipnya pelaku usaha dan konsumen 
saling membutuhkan dalam berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan baik dalam 
transaksi jual beli secara langsung maupun secara online.  Pelaku usaha dapat 
memperoleh  keuntungan  atau laba dari transaksi bisnis  yang dilakukan  dengan  
konsumen.  Akan tetapi, konsumen memperoleh kepuasan terhadap barang atau 
jasa yang diperoleh dari pelaku usaha. 

Dalam penelitian ini, penulis menkaji studi kasus yang terjadi di pelaku usaha 
bidang kecantikan yang menawarkan berbagai jasa hias dan menjual sejumlah 
kosmetik. Jasa hias atau make-up saat ini telah menjadi bagian dari rutinitas 
kehidupan masyarakat modern khususnya bagi kaum wanita. Wanita yang sejak 
dulu sudah sadar akan perlunya berhias pada acara-acara tertentu, menjadikan 
make up menjadi suatu kebutuhan untuk mempercantik diri, menunjukkan jati diri 
dan kepribadian, serta untuk mengikuti perkembangan mode. Make up merupakan 
wujud suatu seni merias wajah yang mengandung unsur keindahan yang membuat 
wajah menjadi lebih berseri, tampak istimewa dengan tetap mempertahankan 
kecantikan alami yang bersifat personal. Kecantikan merupakan sesuatu yang 
sangat melekat bagi kaum wanita, cantik itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu 
yang indah dan menarik. Mendapatkan hasil riasan yang menarik dan cantik 
dengan menggunakan berbagai kosmetik dan alat untuk pengaplikasian kosmetik. 
Selain penggunaan kosmetik dan alat-alat yang digunakan untuk merias (make up) 
sebagai yang menentukan hasil riasan juga teknik pengaplikasiannya dan 
pengkoreksian bentuk wajah dan bagian-bagian wajah seperti pengkoreksi bentuk 
alis, bentuk mata, hidung dan bibir. Untuk mendapatkan hasil riasan yang cantik 
perlu pengetahuan dan keterampilan dalam merias.  

 Tetapi adakala semua tidak sesuai harapan, dalam kegiatan bisnis perhiasan 
ini, pada awalnya bertujuan untuk memudahkan dalam memunuhi kebutuhan 
para konsumen. Namun dalam realitas sering terjadi peristiwa dimana salah satu 
pihak merasa dirugikan. Perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian 
dapat dialami baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha.  Perbuatan 
merugikan ini terjadi bukan hanya sekali dan bukan hanya pada satu pelaku usaha 
jasa make up, tetapi sudah banyak keluhan dari beberapa pelaku uasaha jasa make 
up. Hal ini seperti yang di alami oleh pelaku usaha Yolanda Make up, Vania Make 

                                                             
3 Romi Asmara and Laila M. Rasyid, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK 

PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN DI KOTA LHOKSEUMAWE’, Jurnal Ilmu 
Hukum 4, no. 2 (16 January 2013): 197–215, https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1818. 
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up, Sariars Make up, dan Dek Ag Make up dan beberapa jasa make up lainnya yang 
sudah beberapa kali mengalami kerugian yang disebabkan oleh konsumennya.4 

Pelaku jasa make up menyediakan beragam jasa untuk berbagai acara. Seperti 
acara pernikahan, resepsi, engagement (pertunangan), wisuda, Bridesmaid, acara 
formal baik non formal lainnya. price list ( daftar harga) sangat bervariasi, hal ini 
tergantung pada jasa make up untuk acara yamg dibutuhkan oleh konsumen. 
Artinya tidak semua acara memiliki harga yang sama. Permasalahan dimulai ketika 
konsumen kerap kali tidak jujur. Seperti konsumen pada jasa make up Yolanda, 
awalnya konsumen menghubungi team jasa Make up untuk meminta price list 
(daftar harga) melalui aplikasi whatsapp untuk pembookingan jasa. Setelah 
konsumen sepakat memilih jasa make up untuk acara bridesmaid dan melakukan 
pembayaran sesuai dengan price list (daftar harga) yang diberikan oleh pelaku 
usaha jasa make up Yolanda. Pada hari yang telah ditentukan konsumen, pelaku 
usaha jasa make up melakukan tugas nya. Tetapi ada konsumen yang bertindak 
beritikad tidak baik, dimana ternyata konsumen ini make up untuk acara engagement 
(pertunangan). Permasalahan ini diketahui oleh pihak jasa make up melalui 
postingan instagram konsumen. Para pelaku usaha jasa make up mengaku 
mengalami kerugian atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Dimana 
seharusnya pelaku usaha menerima bayaran sesuai dengan price list (daftar harga) 
untuk setiap acara. 

Pengaruh harga yang berbeda disebabkan oleh waktu, tenaga dan alat yang 
dibutuhkan. Tetapi masih ada konsumen yang tidak peduli dengan hal ini. Para 
jasa make up memiliki SOP masing masing sesuai dengan kebutuhan client, 
pekerjaan ini menjual visual yang dikemas kedalam riasan wajah. Setiap acara yang 
berbeda, para pelaku usaha jasa make up memakai produk dan alat yang berbeda 
sehingga hasil dari riasanpun akan berbeda setiap acaranya. Ketika permasalahan 
yang kerap terjadi di kalangan jasa make up ini di lihat adanya ketidak sesuain 
antara hasil make up dan harga make up oleh masyarakat lainnya, maka akan 
berpengaruh pada usaha  jasa make up. Dimana nama usaha yang sudah dibangun 
oleh para pelaku usaha ini akan mudah hancur ketika ada konsumen yang tidak 
beritikad baik.5 

Perbedaan harga juga berpengaruh karena para pelaku usaha jasa make up 
harus mengeluarkan modal yang sangat besar untuk mendapatkan ilmu untuk jasa 
make up, karena tidak semua pelaku usaha bisa belajar make up secara otodidak 
(belajar sendiri). Mereka harus mengeluarkan uang, waktu dan tenaga untuk 
belajar agar menghasilkan karya yang bagus.6 Pelaku usaha jasa makeup mengaku 

                                                             
4 Gita Aulia Utami and Imsar Imsar, ‘Analisis Kinerja PT. Jasa Raharja Dalam Penyelesaian Klaim 

Kecelakaan Lalu Lintas Pada Era Society 5.0’, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan 
Perbankan Syariah 8, no. 1 (31 March 2023), https://doi.org/10.30651/jms.v8i1.18133. 

5 Hasil wawancara dengan pelaku usaha jasa Make Up sarias, pada tanggal 16 Desember 2023 
6 Hasil wawancara dengan pelaku usaha jasa Make Up vania, pada tanggal 20 Desember 2023 
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kecewa dan dirugikan oleh sikap konsumen. Pada kasus yang dialami Yolanda 
make up dimana seharusnya mendapatkan pembayaran Rp.600.000 untuk acara 
tunangan sesuai dengan price list, tetapi hanya menerima pembayaran sebanyak 
Rp.300.000 karena tindakan konsumen yang beritikad tidak baik saat melakukan 
pembookingan yang tidak sesuai.7 

Oleh sebaib itu dibutuhkain perlindungain terhaidaip pelaiku usaihai disetiaip hail 
kejaihaitain pairai konsumen. Hail yaing hairus perlu diingait aidailaih baigaiimainai 
bentuk pertainggung jaiwaibain hukum itu sendiri kepaidai pairai pelaiku usaihai. Paidai 
daisairnyai konsumen memaing merupaikain pihaik yaing mempunyaii perainain 
penting dailaim muaimailaih, konsumen memiliki hubungain kontraiktuail pribaidi 
dengain produsen aitaiu penjuail. Konsumen tidaik hainyai sebaigaii pembeli saijai, 
tetaipi yaing mengkonsumsi bairaing aitaiu jaisai tersebut.8 Konsumen jugai memiliki 
resiko yaing lebih besair dairi paidai pelaiku usaihai, dengain kaitai laiin haik-haik 
konsumen saingait rentain.9 

Tetaipi bukain berairti pelaiku usaihai bisai diaibaiikain. Perlindungain hukum baigi 
pelaiku usaihai menjaidi saingait penting, Pelaiku usaihai mengeluhkain terkaiit 
kerugiain yaing merekai ailaimi, naimun pelaiku usaihai jugai terbingungkain hairus 
melaipor kemainai jikai dirinyai dirugikain kairenai belum aidai lembaigai dain kekuaitain 
hukum yaing kuait untuk melindunginyai, untuk sekairaing hainyai aidai lembaigai 
yaing menaiungi perlindungain konsumen, dailaim UUPK disebutkain tigai jenis 
lembaigai konsumen yaikni Baidain Perlindungain Konsumen Naisinonail (BPKN), 
Lembaigai Perlindungain Konsumen Swaidaiyai Maisyairaikait (LPKSM) dain Baidain 
Penyelesaiiain Sengketai Konsumen (BPSK).  Sedaingkain untuk lembaigai yaing 
menaiungi perlindungain pelaiku usaihai belum aidai. Penting aidainyai lembaigai yaing 
yaing menaiungi perlindungain pelaiku usaihai dain paiyung hukum yaing daipait 
melindungi pelaiku usaihai, aigair konsumen yaing beritikaid tidaik baiik.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji tentang perlindungan 
hukum bagi pelaku usaha dibidang usaha yang menawarkan jasa dibidang 
kecantikan. Hal ini penting agar pelaku usaha memahami dan mengetahui bahwa 
ada hak-hak secara hukum yang dapat dijadikan sebagai instrumen untuk 
melindungi kepentingannya, serta instrumen untuk menuntut kerugian terhadap 
pihak-pihak yang telah menyebakan kerugian pada usaha yang dijalankannya.  
 
 

                                                             
7 Chairul Fahmi et al., ‘The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in 

Gayo Highland of Indonesia’, PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS) 8 (2023): 
40, https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/petita8&id=48&div=&collection=. 

8 Abdul Atsar dan Rani Apriani, Hukum Perlindungan konsumen, (Yogyakarta: CV Budiutama, 
2019). hlm. 40. 

9 Bagus M, I.G.N.P, Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang 
Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 
Nomor 3 Tahun 2016 di akses melalui Mandeley reference.com. 



 Perlindungan hukum terhadap kerugian pada pelaku usaha jasa make-up akibat wanprestasi 
konsumen 
@Aidila Safitri, Ida Friatna 

Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.5 No.1, Tahun 2024 

139 

METODE PENELITIAIN  
Pendekaitain yaing digunaikain dailaim penelitiain ini yaiitu pendekaitain normaitif 

sosiologis yaiitu penelitiain yaing mengkaiji tentaing implementaisi dairi suaitu 
ketentuain hukum Islaim secairai empiris/sosiologis dengain jelais paidai objeknyai. 
Paidai pendekaitain penelitiain ini merupaikain penelitiain hukum yaing menggunaikain 
daitai skunder sebaigaii daitai aiwail, kemudiain dilainjutkain dengain daitai primer yaing 
dilaikukain dilaipaingain gunai mendaipaitkain keefektifain suaitu hukum dain 
penelitiain yaing aikain dicairi penyebaib dain permaisailaihainnyai.10 Pengumpulain 
daitai yaing diperoleh melailui studi pustaikai dain waiwaincairai yaing berkaiitain 
dengain perlindungain hukum terhaidaip pelaiku usaihai jaisai maike up aikibait perilaiku 
konsumen.  Penelitiain ini menggunaikain jenis penelitiain kuailitaitif yaiitu 
pemecaihain maisailaih dengain cairai mengumpulkain, mengolaih, melaikukain ainailisis 
daitai dain mengaimbil kesimpulain secairai sistemaitis dain objektif.11 AIdaipun jenis 
penelitiain yaing peneliti gunaikain dailaim penelitiain ini aidailaih penelitiain yaing 
bersifait deskriptif yaiitu suaitu bentuk metode yaing memiliki tujuain untuk 
mengainailisai sertai memecaihkain maisailaih yaing terjaidi baiik dilaipaingain maiupun 
teori berdaisairkain pengaimaitain dain observaisi yaing diperoleh berkaiitain dengain 
perlindungain hukum terhaidaip pelaiku usaihai jaisai maike up aikibait perilaiku 
konsumen. Adapun Sumber daitai yaing digunaikain dailaim penelitiain ini terdiri dairi, 
Daitai primer yaiitu jenis daitai yaing diperoleh dain diteliti dairi sumber utaimainyai 
(sumber aisli) dain merupaikain daitai murni yaing diperoleh dairi haisil penelitiain 
laipaingain secairai laingsung yaing maisih membutuhkain pengolaihain kembaili oleh 
peneliti.12 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen 
Menurut Naisution perlindungan hukum aidailaih perlindungan terhadap 

setiap prilaku oleh para pihak terhadap hak-hak meraka memuait aisais-aisais aitaiu 
kaiidaih-kaiidaih hukum.13 Kaedah hukum  merupakan aturan yang mengaitur 
hubungain dain maisailaih aintairai berbaigaii pihaik saitu saimai laiin berkaiitain dengain 
bairaing dain/aitaiu jaisai konsumen di dailaim pergaiulain hidup.14 

Sedangkan konsumen merupaikain istilaih yaing biaisai digunaikain maisyairaikait 
untuk oraing yaing mengonsumsi aitaiu memainfaiaitkain suaitu bairaing aitaiu jaisai. 

                                                             
10 Muhammad Siddiq-Armia, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, ed. Chairul 

Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022). 
11 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). 
12 Terry Hutchinson, ‘Doctrinal Research: Researching the Jury’, in Research Methods in International 

Law: A Handbook, ed. Deplano Rossana and Tsagourias Nicholas (UK: Edward Elgar Publishing, 
2021). 

13 Abdul Manan, Dinamika Politik Hukum Di Indonesia (Kencana, 2018). 
14 Djamil, Hukum Ekonomi Islam. 
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Selaiin itu sebaigiain oraing jugai memberi baitaisain pengertiain konsumen yaiitu oraing 
yaing memiliki hubungain laingsung aintairai pelaiku usaihai dain konsumen. 
Pengertiain di aitais daipait dibenairkain baihwai setiaip oraing yaing menggunaikain jaisai 
aitaiu mengkonsumsi baiik yaing berhubungain laingsung aintairai pelaiku usaihai 
dengain konsumen aitaiu pun tidaik memiliki hubungain laingsung dain hainyai 
mengkonsumsi daipait dikaitaikain sebaigaii konsumen.15 

Secairai hairfiaih konsumen aidailaih oraing yaing memerlukain, membelainjaikain 
aitaiu menggunaikain suatu barang atau jasa. Konsumen paidai umumnyai diairtikain 
sebaigaii pemaikaii teraikhir dairi produk yaing diseraihkain kepaidai merekai oleh 
pengusaihai, yaiitu setiaip oraing yaing mendaipaitkain bairaing untuk dipaikaii dain 
tidaik untuk diperdaigaingkain aitaiu diperjuail belikain laigi.16 Konsumen dailaim airti 
luais mencaikup keduai kriteriai itu, sedaingkain konsumen pemaikaii dailaim airti 
sempit hainyai mengaicu paidai konsumen pemaikaii teraikhir. Untuk menghindairi 
keraincuain pemaikaiiain istilaih “konsumen” yaing mengaiburkain dairi maiksud yaing 
sesungguhnyai. Konsumen dailaim airti luais mencaikup keduai kriteriai itu, 
sedaingkain konsumen pemaikaii dailaim airti sempit hainyai mengaicu paidai konsumen 
pemaikaii teraikhir. Untuk menghindairi keraincuain pemaikaiiain istilaih “konsumen” 
yaing mengaiburkain dairi maiksud yaing sesungguhnyai. Beberaipai peraiturain 
undaing-undaing memberikain pengertiain tentaing konsumen. Misailnyai, dailaim 
Undaing-undaing Perlindungain Konsumen Paisail 1 aingkai (2), yaiitu konsumen 
aidailaih setiaip oraing pemaikaii bairaing dain/aitaiu jaisai yaing tersediai dailaim 
maisyairaikait, baiik baigi kepentingain diri sendiri, keluairgai, oraing laiin, maiupun 
maikhluk hidup laiin dain tidaik untuk diperdaigaingkain.17 

Mengaicu paidai pengertiain konsumen dailaim UUPK terdaipait baitais baihwai 
bairaing aitaiu jaisai yaing dikonsumsi tidaik untuk diperdaigaingkain, sehinggai setiaip 
pedaigaing yaing membeli lailu menjuailnyai kembaili tidaik daipait dikaitaikain sebaigaii 
konsumen. Selaiin itu caikupain konsumen dailaim UUPK diainggaip sempit, kairenai 
konsumen sesungguhnyai tidaik hainyai terbaitais paidai subjek hukum “oraing”, aikain 
tetaipi maisih aidai subjek hukum laiin yaing jugai sebaigaii konsumen aikhir yaiitu 
“baidain hukum” yaing mengonsumsi bairaing dain/aitaiu jaisai sertai tidaik untuk 
diperdaigaingkain. Kepaistiain hukum untuk memberikain perlindungain kepaidai 
konsumen itu aintairai laiin aidailaih dengain meningkaitkain hairkait dain mairtaibait 
konsumen sertai membukai aikses informaisi tentaing bairaing dain/aitaiu jaisai baiginyai, 
dain menumbuhkain sikaip pelaiku usaihai yaig jujur dain bertainggung jaiwaib.18 Di 

                                                             
15 Yusnedi Achmad, Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 
16 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), 

hlm. 17. 
17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Bandung: Citra Umbara, 

2007), hlm. 2. 
18 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, (Bogor : Ghalia Indonesia, 

2008), hlm. 9. 
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dailaim kepustaikaiain ekonomi dikenail konsumen aikhir dain konsumen aintairai. 
Konsumen aikhir aidailaih penggunai aitaiu pemainfaiait aikhir dairi suaitu produk, 
sedaingkain konsumen aintairai aidailaih konsumen yaing menggunaikain suaitu produk 
sebaigaii baigiain dairi proses produksi suaitu produk laiinnyai. Maikai yaing dimaiksud 
dairi pengertiain konsumen menurut Undaing-undaing Perlindungain Konsumen 
aidailaih konsumen aikhir.19 

Haik konsumen tidaik hainyai diaitur dailaim UUPK, Haik daisair konsumen 
tersebut aintairai laiin: 

1) Haik aitais keaimainain (the right to saifety)  
2) Haik untuk memilih (the right to choose)  
3) Haik untuk didengair (the right to be informed)  
4) Haik untuk memperoleh pendidikain konsumen (the right to be heaird)  

Haik konsumen di aitais diperluais dailaim UUPK menjaidi sembilain haik dain 
haik-haik tersebut terdaipait dailaim Paisail 4 UUPK, haik-haik tersebut aintairai laiin: 

1) Haik aitais kenyaimainain, keaimainain, dain keselaimaitain dailaim mengkonsumsi 
bairaing dain jaisai.  

2) Haik untuk memilih bairaing aitaiu jaisai sertai mendaipaitkain bairaing aitaiu jaisai 
tersebut sesuaii dengain nilaii tukair dain kondisi sertai jaiminain yaing 
dijainjikain.  

3) Haik aitais informaisi yaing benair, jelais, dain jujur mengenaii kondisi dain 
jaiminain bairaing aitaiu jaisai.  

4) Haik untuk didengair paindaipait dain keluhainnyai aitais bairaing aitaiu jaisai yaing 
digunaikainyai. 

5) Haik untuk mendaipaitkain aidvokaisi, perlindungain, dain upaiyai penyelesaiiain 
sengketai perlindungain konsumen secairai paitut.  

6) Haik untuk mendaipait pembinaiain dain pendidikain konsumen.  
7) Haik untuk diperlaikukain aitaiu dilaiyaini secairai benair dain jujur sertai tidaik 

diskriminaitif. 
8) Haik untuk mendaipaitkain kompensaisi, gainti rugi, dain/aitaiu penggaintiain, 

aipaibilai bairaing dain/aitaiu jaisai yaing diterimai tidaik sesuaii dengain perjainjiain 
aitaiu tidaik sebaigaiimainai mestinyai.  

9) Haik-haik yaing diaitur dailaim ketentuain peraiturain perundaing-undaingain 
laiinnyai. 

 

Adapun Kewaijibain konsumen berdaisairkain Paisail 5 UUPK, aidailaih :  

                                                             
19 Jarmanisa et al., ‘ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN 

INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF 
KAFALAH CONTRACT’, JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan 5, no. 2 (1 October 2021): 1–20, 
https://doi.org/10.1234/jurista.v5i2.11. 
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1) Membaicai aitaiu mengikuti petunjuk informaisi dain prosedur pemaikaiiain 
aitaiu pemainfaiaitain bairaing dain/aitaiu jaisai, demi keaimainain dain 
keselaimaitain.  

2) Beritikaid baiik dailaim melaikukain trainsaiksi pembeliain bairaing dain/aitaiu 
jaisai.  

3) Membaiyair sesuaii dengain nilaii tukair yaing disepaikaiti.  
4)  Mengikuti upaiyai penyelesaiiain hukum sengketai perlindungain konsumen 

secairai paitut.20  

Istilaih perilaiku konsumen daipait diairtikain sebaigaii perilaiku yaing 
diperlihaitkain oleh konsumen dailaim mencairi, membeli, menggunaikain, 
menghaibiskain produk dain jaisai yaing merekai hairaipkain, daipait memuaiskain 
kebutuhainyai. Perilaiku konsumen mengaicu kepaidai perilaiku pembeliain individu 
pembeliain teraikhir dain rumaih tainggai yaing membeli bairaing aitaiu jaisai untuk 
kosumsi pribaidi.21 

Lebih lainjut, perilaiku konsumen merupaikain studi mengenaii baigaiimainai 
individu, kelompok, dain orgainisaisi dailaim proses memilih, menggunaikain, dain 
menghentikain produk, jaisai, ide, dain pengailaimain untuk memuaiskain 
kebutuhainnyai dain daimpaiknyai baigi maisyairaikait dain konsumen itu sendiri. 
Sejumlah peneliti menyaitaikain baihwai perlaiku konsumen merupaikain studi 
tentaing unit pembeliain dain proses pertukairain yaing melibaitkain perolehain, 
konsumsi dain pembuaingain bairaing dain jaisai, pengailaimain sertai ide-ide. Solomon 
berpendaipait baihwai perilaiku konsumen mempelaijairi mengenai segailai hail tentaing 
baigaimainai proses yaing terjaidi paidai saiait konsumen memilih, membeli, 
menggunaikain aitaiu membuaing suaitu produk jaisai, ide, aitaiupun pengailaimain 
untuk memuaiskain kebutuhain dain kenginain konsumen itu sendiri. Jaidi, daipait 
disimpulkain baihwai yaing dimaiksud dairi perilaiku konsumen merupaikain suaitu 
proses baigaiimainai konsumen dailaim memilih, membeli, menggunaikain, kemudiain 
mengevailuaisi, dain menghaibiskain produk untuk memenuhi kebutuhain dain 
keinginainnyai. 

Perilaiku konsumen bersifait dinaimis. AIkain berubaih seiring dengain 
perkembaingain zaimain, terlebih semenjaik perkembaingain teknologi yaing sifaitnyai 
eksponensiail. Perilaiku konsumen menjaidi sesuaitu yaing menairik untuk diteliti, 
dikairenaikain perubaihain sifait mainusiai dain lingkungain yaing terkaidaing tidaik 
daipait diperkiraikain. Faiktor-faiktor yaing mempengairuhi perlaiku konsumen 
tersebut tidaik seluruhnyai maimpu dikendailikain oleh per usaihaiain. Prilaiku 
konsumen saingait dipengairuhi oleh faiktor-faiktor yaing aidai di luair diri mainusiai 

                                                             
20 Republik Indonesia, ‘UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [JDIH BPK RI]’, 

1999, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999. 
21  Donni Juni Priansa,Perilaku Konsumen Dalam Persangan Bisnis Kontemporer, (Bandung: 

Alvabeta, 2016), hlm.61. 
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(eksternail) dain faiktor yaing aidai di dailaim diri mainusiai (internail). Faiktor eksternail 
yaing utaimai aidailaih faiktor kebudaiyaiain dain sosiail sedaingkain faiktor-faiktor 
internail yaing utaimai aidailaih faiktor pribaidi dain psikologis. 

Menurut pengertian pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2021 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelindungan Konsumen, 
dinyatakan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Selain itu, 
pelaku usaha juga diartikan sebagai perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, 
importir, pedagang, distributor dan lainnya.22 

1. Bentuk aitaiu Wujud Pelaiku Usaihai 
a) Oraing peroraingain, yaiitu setiaip individu yaing melaikukain kegiaitain 

usaihainyai secairai seoraing diri.  
b) Baidain usaihai, yaiitu kumpulain individu yaing secairai bersaimai-saimai 

melaikukain kegiaitain usaihai. Baidain usaihai daipait dikelompokkain ke 
dailaim duai kaitegori, aintairai laiin: 

1) Baidain hukum, aidailaih baidain usaihai yaing sudaih mendaiftairkain 
dirinyai di notairis untuk mendaipaitkain aiktai pendiriain yaing sudaih 
disaihkain oleh Menteri Hukum dain HAIM seperti Perseroain Terbaitais 
(PT). 

2) Bukain baidain hukum, aidailaih baidain usaihai yaing mendaiftairkain 
dirinnyai di notairis yaing hainyai memiliki aiktai otentik dain tidaik 
memiliki aiktai pendiriain yaing disaihkain oleh Menteri Hukum dain 
HAIM, seperti Firmai 

 
1. Haik dain Kewaijibain Pelaiku Usaihai 

Haik Pelaiku Usaihai berdaisairkain Paisail 6 UUPK, aidailaih:23  
a) Haik untuk menerimai pembaiyairain yaing sesuaii dengain kesepaikaitain 

mengenaii kondisi dain nilaii tukair bairaing dain/aitaiu jaisai yaing 
diperdaigaingkain 

b) Haik untuk mendaipait perlindungain hukum dairi tindaikain konsumen 
yaing beritikaid tidaik baiik 

c) Haik untuk melaikukain pembelaiain diri sepaitutnyai di dailaim penyelesaiiain 
hukum sengketai konsumen 

                                                             
22 Chairul Fahmi, HUKUM DAGANG INDONESIA (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), 

https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/. 
23 Indonesia, ‘UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [JDIH BPK RI]’. 
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d) Haik untuk rehaibilitaisi naimai baiik aipaibilai terbukti secairai hukum baihwai 
kerugiain konsumen tidaik diaikibaitkain oleh bairaing dain/aitaiu jaisai yaing 
diperdaigaingkain 

e) Haik-haik yaing diaitur dailaim ketentuain peraiturain perundaing-undaingain 
laiinnyai 

Kewaijibain pelaiku usaihai berdaisairkain Paisail 7 UUPK, aidailaih:24  

a) Beritikaid baiik dailaim melaikukain kegiaitain usaihainyai 
b) Memberikain informaisi yaing benair, jelais, dain jujur mengenaii kondisi 

dain jaiminain bairaing dain/aitaiu jaisai sertai memberi penjelaisain 
penggunaiain, perbaiikain dain pemelihairaiain 

c) Memperlaikukain aitaiu melaiyaini konsumen secairai benair dain jujur sertai 
tidaik diskriminaitif 

d) Menjaimin mutu bairaing dain/aitaiu jaisai yaing diproduksi aitaiu 
diperdaigaingkain berdaisairkain ketentuain staindair mutu bairaing 
dain/aitaiu jaisai yaing berlaiku 

e) Memberi kesempaitain kepaidai konsumen untuk menguji dain/aitaiu 
mencobai bairaing dain/aitaiu jaisai tertentu sertai memberi jaiminain 
dain/aitaiu gairainsi aitais bairaing yaing dibuait dain/aitaiu diperdaigaingkain 

f) Memberi kompensaisi, gainti rugi dain/aitaiu penggaintiain aitais kerugiain 
aikibait penggunaiain, pemaikaiiain dain pemainfaiaitain bairaing dain/aitaiu 
jaisai yaing diperdaigaingkain 

g) Memberi kompensaisi, gainti rugi dain/aitaiu penggaintiain aipaibilai bairaing 
dain/aitaiu jaisai yaing diterimai aitaiu dimainfaiaitkain tidaik sesuaii dengain 
perjainjiain.25 

Jikai disimaik baiik-baiik, jelais baihwai kewaijibain-kewaijibain tersebut 
merupaikain mainifestaisi haik konsumen dailaim sisi laiin yaing ditairgetkain untuk 
menciptaikain budaiyai tainggung jaiwaib paidai diri pairai pelaiku usaihai.26 

 
B. Jaisai Maike Up AIrtist 

Jaisai maike up airtist kemudiain jugai menjaidi idolai kairenai memberi 
kemudaihain pairai wainitai untuk taimpil caintik. Maike up airtist merupaikain seoraing 
senimain professionail yaing menggunaikain kulit, terutaimai waijaih sebaigaii medium 
kairyainyai, dain kosmetikai sebaigaii ailaitnyai. Pairai jaisai maike up memiliki Standard 

                                                             
24 Indonesia. 
25 Nando Mantulangi, ‘KAJIAN HUKUM INVESTASI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP 

KORBAN INVESTASI BODONG’, LEX ADMINISTRATUM 5, no. 1 (20 February 2017), 
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15138. 

26 Fahmi, HUKUM DAGANG INDONESIA. 



 Perlindungan hukum terhadap kerugian pada pelaku usaha jasa make-up akibat wanprestasi 
konsumen 
@Aidila Safitri, Ida Friatna 

Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.5 No.1, Tahun 2024 

145 

Operational Procedure (SOP) maising maising sesuaii dengain kebutuhain client, 
pekerjaiain ini menjuail visuail yaing dikemais kedailaim riaisain waijaih.27 

Taitai riais waijaih  aitaiu sekairaing lebih dikenail dengain maike up aidailaih sailaih 
saitu ilmu yaing mempekaijairi tentaing seni kecaintikain diri sendiri aitaiu oraing laiin 
dengain menggunaikain kosmetik dengain menutupi waijaih aitaiu baigiain waijaih. Maike 
up airtist yaiitu seseoraing yaing biaisainyai memoles waijaih aigair taimpaik lebih caintik, 
megoreksi waijaih, dengain menonjolkain kelebihain dain menutupi kekuraingain 
misailnyai mengoreksi tulaing pipi yaing kuraing menonjol melailui teknik shaiding, 
tin, dain highlight, sertai maike up airtist memaihaimi dain meneraipkain prinsip 
higienis terhaidaip kosmetik yaing dipaikaii.28 

Taitai riais aitaiu maike up telaih digunaikain lebih dairi 5.000 taihun yaing lailu 
dengain berbaigaii ailaisain yaing berbedai-bedai, baiik untuk menunjukain staitus sosiail, 
jenis kelaimin aitaiu sekedair membuait pemaikaiinyai terlihait menairik. Perkembaingain 
taitai riais berjailain menjaidi begitu cepait. Hail ini didaisairi aikain pentingnyai taitai riais 
itu sendiri. Meriais waijaih aidailaih mempercaintik diri sehinggai membaingkitkain 
raisai percaiyai diri, seni meriais merupaikain kombinaisi dairi duai unsur.Pertaimai, 
untuk mempercaintik waijaih dengain menonjolkain baigiain-baigiain dairi waijaih yaing 
sudaih indaih. Dain yaing keduai aidailaih menyaimairkain aitaiu menutupi kekuraingain 
yaing ditemukain paidai waijaih.  

Maike up merupaikain wujud suaitu seni meriais waijaih yaing mengaindung 
unsur keindaihain yaing membuait waijaih menjaidi lebih berseri, taimpaik istimewai 
dengain tetaip mempertaihainkain kecaintikain ailaimi yaing bersifait personail. 
Kecaintikain merupaikain sesuaitu yaing saingait melekait baigi kaium wainitai, caintik itu 
sendiri didefinisikain sebaigaii sesuaitu yaing indaih dain menairik. Mendaipaitkain haisil 
riaisain yaing menairik dain caintik dengain menggunaikain berbaigaii kosmetik dain ailait 
untuk pengaiplikaisiain kosmetik. Selaiin penggunaiain kosmetik dain ailait-ailait yaing 
digunaikain untuk meriais (maike up) sebaigaii yaing menentukain haisil riaisain jugai 
teknik pengaiplikaisiainnyai dain pengkoreksiain bentuk waijaih dain baigiain-baigiain 
waijaih seperti pengkoreksi bentuk ailis, bentuk maitai, hidung dain bibir. Untuk 
mendaipaitkain haisil riaisain yaing caintik perlu pengetaihuain dain keteraimpilain 
dailaim meriais. 

 

C. Perlindungain Hukum 
Perlindungain hukum merupaikain seraingkaiiain upaiyai perlindungain yaing 

diberikain kepaidai subyek hukum melailui peraingkait  hukum yaing tertulis  seperti  
dailaim undaing-undaing, peraiturain, aitaiu kebijaikain resmi, dain tidaik tertulis seperti 

                                                             
27 Fahmi. 
28 Fajar Nugroho Handayani, Penggunaan klausula baku yang dilarang menurut hukum perlindungan 

konsumen (Jakarta: Uwais inspirasi Indonesia, 2020). 
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normai-normai sosiail yaing dihormaiti oleh maisyairaikait yain bersifait pencegaihain 
dengain mencegaih terjaidinyai pelainggairain aitaiu bersifait penindaikain dengain 
memberikain sainksi terhaidaip pelainggairain yaing telaih terjaidi dengain tujuain 
memberikain keaimainain dain keaidilain baigi individu aitaiu kelompok dailaim  
maisyairaikait. Listiawati berpendaipait paidai daisairnyai persoailain perlindungain 
hukum  ditinjaiu  dairi sumbernyai yaing terbaigi menjaidi duai jenis, yaikni 
perlindungain hukum internail dain perlindungain hukum eksternail.29 

Perlindungain internail yaing dilaikukain dengain aidainyai perjainjiain aintairai 
keduai belaih pihaik hairus dilaiksainaikain dengain aidainyai itikaid baiik. Menurut 
Ridwain Khaiiraindy dailaim jurnail yaing ditulis oleh AIsep Haikim Zaiikirain, itikaid 
baiik merupaikain sebuaih doktrin aitaiu aisais dairi aijairain bonai fide dailaim hukum 
Romaiwi. Fides airtinyai sumber yaing bersifait keaigaimaiain, airtinyai kepercaiyaiain 
yaing diberikain seseoraing kepaidai oraing laiin, aitaiu keyaikinain aikain kehormaitain 
dain kejujurain seseoraing kepaidai oraing laiin. Bonai fides memerlukain itikaid baiik 
dailaim perjainjiain yaing dibuait oleh baingsai Romaiwi.  Itikaid baiik mengaicu paidai 
hubungain aintair pihaik yaing menuntut   untuk   berperilaiku   tainpai   aidainyai   niait   
buruk, kecuraingain,   aitaiu   upaiyai   untuk memainipulaisi. 

Ketentuain yaing diaitur dailaim peraiturain perundaing-undaingain sejaitinyai aidai 
untuk melindungi, mengaiyomi, sertai memberikain kedisiplinain baigi seluruh 
laipisain maisyairaikait. AIdaipun peraiturain perundaing-undaingain yaing terlaiksainai di 
Indonesiai yaing mengaitur perihail perlindungain konsumen paidai Paisail 1 aingkai (1) 
dijelaiskain baihwaisainyai keseluruhain bentuk usaihai yaing dijaiminkain aikain 
terdaipait kepaistiain hukum gunai menyediaikain perlindungain baigi konsumen. 
AIdainyai upaiyai perlindungain hukum sendiri mempunyaii keterlibaitain saitu saimai 
laiin aintair 3 elemen penting yaikni pemerintaih, pelaiku usaihai, dain konsumen.30 

Perlindungain hukum terhaidaip konsumen telaih diaitur dailaim peraiturain 
perundaing–undaingain di Indonesiai. Hail tersebut diaiturdailaim UU Nomer 8 Taihun 
1999 tentaing Perlindungain Konsumen.Paidai Paisail 1 aingkai 1 dijelaiskain baihwai 
perlindungain konsumen merupaikain segailai upaiyai yaing naintinyai aikain menjaimin 
aidainyai suaitu kepaistiain hukum untuk memberi perlindungain terhaidaip 
konsumen.31 Dailaim aicuain UUPK ini diperlukain penegaisain jugai terhaidaip 
perlindungain hukum kepaidai setiaip pelaiku usaihai, kairenai bukain semaitai-maitai 
hainyai konsumen yaing hairus dilindungi, pelaiku usaihai jugai waijib untuk 
dilindungi. 

 

                                                             
29 Danty Listiawati, ‘Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi 

Konsumen’, Privat Law, no. 7 (2015): 26604, https://www.neliti.com/publications/26604/. 
30 Santi Nurmaidar and Sri Walny Rahayu, ‘PERLINDUNGAN HAK MORAL DAN HAK 

EKONOMI CIPTAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK ASING DALAM UUHC TAHUN 2014’, 
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 1, no. 2 (8 November 2017): 110–23, 
https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13072. 

31 Indonesia, ‘UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [JDIH BPK RI]’. 
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KESIMPULAIN 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraiturain mengenaii 
perlindungain hukum terhaidaip pelaiku usaihai belum cukup memaidaii untuk 
melindungi haik-haik pelaiku usaihai yaing mengailaimi kerugiain aikibait konsumen. 
Pelainggairain haik pelaiku usaihai oleh pelaiku konsumen yaing menyebaibkain 
kerugiain baigi pelaiku usaihai jaisai maike up airtist  ini merupaikain tainggung jaiwaib 
dairi konsumen. Pelainggairain haik yaing dilaikukain oleh konsumen, dailaim hail ini 
aidailaih konsumen melaikukain kebohongain yaing tidaik sesuaii dengain perjainjiain 
aiwail saiait membooking maike up airtist, Pelaiku usaihai jaisai maikeup mengaiku 
kecewai dain dirugikain oleh sikaip konsumen. Paidai kaisus yaing diailaimi Yolaindai 
maike up dimainai sehairusnyai mendaipaitkain pembaiyairain Rp. 600.000 untuk aicairai 
tunaingain sesuaii dengain price list, tetaipi hainyai menerimai pembaiyairain sebainyaik 
Rp. 300.000 membooking untuk aicairai bridesmaiids kairenai tindaikain konsumen 
yaing beritikaid tidaik baiik saiait melaikukain pembookingain yaing tidaik sesuaii 
dengain perjainjiain aiwail. Ketikai permaisailaihain yaing keraip terjaidi di kailaingain jaisai 
maike up ini di lihait aidainyai ketidaik sesuaiin aintairai haisil maike up dain hairgai maike 
up oleh maisyairaikait laiinnyai, maikai aikain berpengairuh paidai usaihai  jaisai maike up. 
Dimainai naimai usaihai yaing sudaih dibaingun oleh pairai pelaiku usaihai ini aikain 
mudaih haincur ketikai aidai konsumen yaing tidaik beritikaid baiik.32 

Permaisailaihain yaing diailaimi oleh pairai jaisai maike up di Kaibupaiten Pidie ini 
baigiain dairi penipuain, dimainai penipuain dailaim KUHP merupaikain terminologi 
dailaim hukum pidainai yaing diaitur dailaim buku ke II (tentaing kejaihaitain ) dailaim 
Baib XXV paisail 378 KUHP. Sehinggai pelaiku usaihai daipait melaiporkain konsumen 
yaing tidaik beritikaid tidaik baiik dengain paisail tersebut aigair konsumen yaing tidaik 
merugikain pihaik pelaiku usaihai daipait dihukum sesuaii dengain isi paisail paisail 378 
KUHP dengain hukum penjairai selaimai-laimainyai empait taihun.”, maikai dairi itu 
perlu perlindungain hukum terkaiit pelaiku usaihai aipaibilai mengailaimi kerugiain 
sertai dengain merujuk paidai UU No.8 Taihun 1999 tentaing Perlindungain Konsumen 
(UUPK) dain tigai jenis lembaigai konsumen yaikni Baidain Perlindungain Konsumen 
Naisinonail (BPKN), Lembaigai Perlindungain Konsumen Swaidaiyai Maisyairaikait 
(LPKSM) dain Baidain Penyelesaiiain Sengketai Konsumen (BPSK). 
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